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KEDUDUKAIII, SUSUIttAtY ORGAIIISASI, TUGAS DAII FUITIGSI SERTA
TATA IITR"'A DIITAS PERHUBUITGAN TIPE B

DEIIGAII RAIIUAT TUIIAII YAIIG U.AHA ESA

IDALIITOTA NOTAItrOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas,

e{isiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunart, maka perlu

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata keqa Dinas Perhubungan Tipe B;

bahwa kedudukan, susunarl organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja perartgkat daerah merupakan tindak

lanjut ketentuan daTam Pasal 5 Peratu ran Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2OL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

b.

C.

Peraturan Walikota tentang

organisasi, tugas dan fungsi

Perhubungan Tipe B;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor +

kedudukan, susunan

serta tata kerja Dinas

Tahun 2OA7 ftntartg
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara (trmbaran Negara Republ.ik lndonesia Tahun 2AAT

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor +68O);

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Dll, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
qrl



-J.

lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o.17

Nomor 82, Tambahan \*mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a|';

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 24L4, tentang Aparatur

Sipil Negara l\*mbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2D7+ )rlomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah lLembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587I sebagarmana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2U-75 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Und,ang Nomor 23 Tahun 2D7+ tentang

Pemenntahan Daerah ({,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun ?ALS Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O7+ tentang

Administrasi Pemenntahan (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA Nomor 292, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56O1|;

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun. 2A16 Nomor 114 Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor I Tahun

2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Kotamobagu {lembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan Lemba.ran

Daerah Kata Kotamobagu Nomor 133|; 
W

4.

5.

6.

7.

8.

9.



UEISUTUSKA}I :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.IA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B

BAB I
KETENTUAN UMUU

Pasal 1

Dalam Peraturan tffalikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaJ.ah Kota Xotamobagu.

2. Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan urus€Ln pemenntaharr

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yanr memimpin pelaksanaan urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat

daeruh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemenntahart

daerah.

6. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

7. Pt.r:ang!<at Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan

yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusarr
pemenntahan.

9. Dinas Perhubun gan Tipe B addah Dinas Perhubun gan KotaKotamobagu

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangl<at sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawatan untuk menduduki
jabatan pemenntahan.
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ll. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi da-lam

penyelenggaraa-n organisasi yang harus dilalsanal<an.

12. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib

dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan

dengan tugas jabatan yang diampunya.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
XEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daeral.
(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Tipe B sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas, membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagtan Umum dan Kepegawaian

2) Kepala Sub Bagian Perencaaaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalaa, membawahi 3 (tiga)

Seksi terdiri dari :

1) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

2) Kepala Seksi Pengujian Kendaraaa Bermotor

3) Kepala Seksi Perparkiraa

d. Kepala Bidang Sarana Prasa-rana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

1) Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Transportasi

2l Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



3) Kepda Seksi Pengelolaan Pefleng$<apan Jaiart

e. Ke pa)a Bid an g Pe ngend a7ian, Pengaw asan dan Operasion a7, membaw ahi

3 (tiga| Seksi terdin dari:

1l Kepala Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas

2l Kepala Seksi Operasion d dan Ketet'tiban

3) Kepda Seksi BinaUsaha Angkutan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(3| Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Tipe B sebagaimana

dimaksud pada ayat l2l tetcantum daTam lampfuart yang merupakarr

bagan tidak terpisahkan dai PeraturanWdikota ini.

BAB III
TUGAS DAIY FUITGSI DINAS

Bagtan Kesatu
Kepala Diaas

Pasal 3

(1) Kepata Dinas Perhubung€tn mempunyai tugas membantu Walikota untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang
perhubungan.

(2f untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporarl di bidang perhubungan;

c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
perhubungan;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;

f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan

h. pelaksurnaan tugas larn yang dibenkan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. glq



Elagfiaz- Ildua
Selrretarls

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas,

penJrusuna.n program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan

keuangan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinergitas dan integntas pelayanan administrasi;

b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan

pelaporan;

c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;

d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

e. penyelenggaraan urusan program dan petaporar5

f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;

g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. pel.aksanaan tugas tain yang diberikan Prmpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 1

Sub BaCrn Umur. dan KePegawalan

Pasal 5

(1| Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merrJrusurl

rencana keqa, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasikepegawatan serta melaksan akan urusan rumah tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sub
Bagran Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. menpsun rencana dan progran.n kerja untuk sub bagian umum dan
kepegawatan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum d.an

kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;

d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;

e. menyiapkan bahan dan data kepegawaran; CdA



f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi ltmltm dan

ad mini st rasi ke pe gaw atan ;

g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan

kepegawatan;

i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perydanan

dinas;

j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;

k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas banng
inventartslaset kantor, balk yang bergerak fiaupun yang tidak
bergerak;

l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata
laksana dan pengelolaan kesekretari atan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menJrusun laporan
pel.aksanaan kegratan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

"atagrat 
2

Sub Bagl,aa Pereacanaan daa Keuaagar

Pasd 6
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan

dan men;rusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan
sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan
evaluasi, melaku kan urus.ut penatausah aan dan pengelolaan adrninistrasi
keuangan, men)irusun program dan kegiatan, serta melaksanakan
pelaporan.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l|, sub
Bagran Pe nencan aan darrt Ke uangan me nye len ggasalcan fu ngsi :

a. menlrusun rencana dan program ke{a untuk sub bagian perencanaan

dan keuangan;

b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun renca.na dan
program kerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatian;

c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penJrusunan Rencana Kerja
Anggaran [RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DpA) dari
masing-masing unit keqa; Cil



d. meng!<.oordinasikan dan menJrusun Laporun Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemenntah, Rencana Xer1a Tahunatt, Penetapant Kiner1a

Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana

Strategis dan Rencana Kerja;

e. mengkoordinasikan, menJrusun dan menganalisis fl.rmusan rtuncana

belanj a, anggaran I keuangan;

f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Keuangan/Anggaran;

g. menyiapkan, menJrusun dan melaporkan realisasi fisik dart

keuangan/ anggaran;

h. menyrapkan dan melaksanakan bahan/data, sistimatika, prosedur dan
mekanisme manajemen akuntasi pelaporan;

i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

i. melakukan monitonng, eva)uasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas tain yang diberikan Pimpinan sesuar bidang tugas

dan fungsi.

Bagiaa Xetiga
Bldan'g Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 7
(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalaurr mempunyai tugas membantu

kepala dinas dalam melakukan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan dala,m rangka pen5rusunan rencana kerja, kebijakan
umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan

serta perparkiran;

b. pelaksan€an pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan
perparkiran;

c. pelaksanaan penetapan klasifikasi jaringan jdarr, serta manajemen dan

rekayasa lalu lintas;

d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang

lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;

e. pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
di bidang lalu lintas dan perparkiran; dan

f. pelaksanaan. tugas larn yang diberikan Pimpinan sesuai bidang

tugasnya. h



Paragraf I
Seksl MaaaJenen ReLayasa Ldu Llntas

Pasal 8

(1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas mela-kukal

urusan perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan

pemakaian jalan.

(2) Untuk melaksanakaa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Manajemen Rekayasa LaIu Lintas menyelenggarakan fungsi:

a. menelaah data/ informasi sebagai bahan penyusunan, perumusan,

kebijakal umum dan teknis rencana keq'a;

b. melaksalal<an, perencanaan, kelancaran, keamanal, keselamatan

lalulintas dan pemakaian jalan;

c. memberikan saran/ masukan dalam penentuan izin pembangunan

fasilitas parkir;

d. menyiapan data/informasi sebagai bahan penetapan m€u:lagemen daa

rekayasa lalu lintas;

e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi

managemen rekayasa dan lalu lintas;

f. melaporkal seluruh pelaksanaan tugas; dan

g. mela-ksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
Setsi PenguJlan Kendaraaa Bermotot

Pasd 9
(1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanaan

untuk mempersiapkan pemmus.rn kebijakan teknis, program dan

kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanaa

umum menyangkut uji kendaraan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Seksi

Pengujian Kenda-raan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja dan rencana angga.ran;

b. menginventarisir kendaraan dan perbengkelan;

c. mengelola pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
d. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pemilik kendaraan bermotor;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor uji;
h



f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporun berkala dan

tahunan;

g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 3
Se&si Aagkutea dan PerparHran

Pasal 1O

{1) Seksi Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan urusan
pengelolaan angkutan jalan perparkiran.

(21 Dalan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, Seksi

Angkutan dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

a. menJrusun program kerja dan rencana anggaran;

b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data / informasi
sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
angkutan jalan dan perparkiran;

c. melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
angkutan jatan dan perparkiran serta tertib admistrasi, pelaporan

berkala dan tahunarl;

d. melakukan penetapan standar batas maksimum muatan angkutan
serta bongkar muat angkutan;

e. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan perparkiran ;

f. memberikan pelayanan teknis dibidang perparkiran;
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

Bagianr Keempat
Bidang sarara Prasarana L,alu Ltntas dan Angkrntan Jalan

Pasal 11

(1| Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan

tugas penyiapan perencarlaa.n sararra prasarana serta penyusunarl urusan
sarana prasarana lalu lintas dan angkutan.

{2) Dalam melaksanakan tugas seb4gaimana dimaksud pada ayat {1), Bidang
Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jatan menyelenggarakan

fungsi:
utq



a. membuat prografi kerja bidang berdasarkan rencanart keqa;

b. menytapkan rencana progran kegtatan ddam rang!<a pelaksanaan

suwei, perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelotaan dan
pemeliharaan fisik seluruh sarana prasarana perhubungan dan latu

lintas jalan;

c. melaksanakan re,ncana programkegpatan dan petunjuk teknis dibidang
sarana dan prasarana lalu lintas angkutan;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
latn di bidang sarana dan prasanna;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendaTian di bidang sarana
ptasarana;

f. melaksanal<an evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. melaksan akan tugas latn yang diberikan Vtmpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

Paragraf I
sekst 916!tngaa Xeselaoatan Ldu Liatas daa Traasportasl

Pasal 12

{1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi
melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan
rertcarla pembangunan serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan
transportasi.

{2) Dalam melaksanakan tugas seba,gaimana dimaksud pada ayat {1), seksi
Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi menyelenggarakan

fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan seb4gai bahan pen]rusunan program;

b. men]rusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka
pelaksanaan tugas bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan
transportasi;

c. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keselamatan lalu

lintas;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;

f. melakukan pembinaan teknis penyelengaraan penertiban lalu lintas
yang di melaksanakan oleh dinas perhubungan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dafi q



(1)

(2)

h. melalsanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
Seksi Jartagaa Lalu Llntas dan Angkutan Jalan

Pasal 13

Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melaksanakan tugas

pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan renc€rna pembangunan

dalam bidang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. menlapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. mengumpulkaa dan melakukan penelaahan data/informasi sebagai

bahan penyusun rencana keq'a;

c. melakukan penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan

data/imformasi sebagai bahan perumusan kebijalan umum dan teknis
perencana€rn sa,rana dan prasarana jaringan lalu lintas jalan;

d. melaksanakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;

e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 3
SeLsl Pengelolaan Perleaglapan Jalaa

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian

kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam

bidang pengelolaan perlengkapan jalan.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Seksi

Pengelolaan Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyiapkan bahan pelalsanaan pelengkap dan perlengkapan jalan;

c. melal<sanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,

pemeliharaan dan penghapusaa rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai
jalaa serta fasilitas pendukung jaringan jalan kota;

d. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepa_la bidang
prasa-rana dan lalu lintas angkutan jalan; dan

sa,rala

tlv
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Bagtan l(6llrta
Btdang Peageadollan, Pengawasan daa Operasional

Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, melaksanakan tugas

Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian operasional.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengendalian, Pengawasaa dan Operasional, menyelenggarakar fungsi :

a. membuat program ke{a bidang berdasarkan rencana kerja;

b. melal<ukan pemeriksaan persya,ratan dan kelengkapan teknis
kendaraan bermotor di jalan dan terminal;

c. mela-kukarr pemerintah perizinan angkutan orang dan barang di jalan

dan terminal;

d. melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan;

e. melaksanakan pengawasan dan pembinan keselamatan terhadap

kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;

f. melaksana-kan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan tentang ketertiban

dan keselamatan lalu lintas;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
pengendalian pengawasan dan operasiona_l; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 1

Setsi KaJian dan Alrrrlsis LaIu Llatas

Pasal 16

(1) Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas, melaksanakan tugas pengkajial

kebijakan dan anlisis lalu lintas.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kajian dan Analisis LaIu Lintas menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka

pelaksanaan tugas kajian dan analisis lalu lintas;
q



c. melakukan pengumpulan data serta melakukan alalisis terhadap

jaringan jalan;

d. melakukan kajian analisis dalam rangka pembangunan, pengembangan

kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hotel rumah sakit,

universitas/ sekolah, kawasan industri, terminal, stadion dan tempat

ibadah;

e. melaporkan pelalsanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
SeLsl Operasional dan Ketertlban

Pasal 17

(1) Seksi Operasional dan Ketertiban, melaksanakan tugas pengka,jian

kebijakan dan penyiapan pen5rusunan rencana operasiona_l dan
ketertiban.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima_ksud pada ayat (1), Seksi

Operasional dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai ba,han penyusunan program;

b. menyusun bahan kebija-kan, pedoman dan standar teknis pelalsanaan
pengendalian operasiona-l lalu lintas, angkutan jalan dan terminal;

c. melakuakn kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
penertiban operasional lalu lintas, angkutan dan terminal;

d. melal<ukan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan .ia1an

dengan instansi lain yang berkaitan dangan lalu lintas dan angkutan
jalal;

e. melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelangaran

parker melalui operasional mobil derek;

f. melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);

g. melakukan penyidikan terhadap kendaran bermotor yang tidak/belum
memiliki atau habis masa berlal<u uji berkala kendaraan bermotor;

h. melaporkaa hasil pelaksanaan tugas; dart

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinal sesuai bidang tugas

dan fungsi.
gtr



(1)

(2)

Paragraf 3
SeLsl Blna Usaha Angkutaa

Pasal 18

Seksi Bina Usaha Angkutan, melaksanakan tugas pengkqiian kebijakan

dan penyiapan penyusunan renc€ura pembangunan dalam bidang usaha

angkutan.

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Bina Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

b. melakukan pengumpulan, pengelolahan dan penelaahan

data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis

bina usaha angkutan dan terminal;

c. melakukaa pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal;

d. mela-ksanakan tertib administrasi serta melakukan pelaporan berkala

dan tahunan;

e. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usa,ha bidang

angkutan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, pengembangan usaha

angkutan;

f. melakukan evaluasi serta pendataan terhadap pencapaian program dan
pemberian perizinan di bidang usaha angkutan;

g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

BAB ry
TATA KERJA

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan orgaaisasi dalam perangkat daerah

bertanggungiawab kepada atasannya secara bedenjang sesuai bidang

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wa,iib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta

dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan

tugas masing-masing.
tA
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{3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

rnasing dan bila teqadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang d.iperlukan sesuar dengan peraturan perundang-undangan.

(41 Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

m engkoordin asikan baw ah an masin g-masin g dant m emb enkan bimbin gart

serta petunjuk bagj pelaksanaan tugas bawahannya.

{5} Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporun berkala tepat pada waktunya.

{6) Setiap laporan yang ditenma oleh plmpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
perrJmsunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

{7) Ddam penyampatkan Taporan masing-masing kepada atasant, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan keda.

{8) Dalam melaksan akan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan daJam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
JABATAIT PE,RAISGIIAT DATNAII

Pasal 2O

(U Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

{2) Sekretaris Dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan

administrator.

(3) Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan

administrator.

{4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural
eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 21

(U Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O, pada terdapat juga
jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

{2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1| ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

cl.tl



beban keqa dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemenntahan

y an g me nj adi kew e n an gan d ae rah.

BAB VI
KETEITTUAIT PENUTUP

"aisrl22.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor

16 ?ahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Daerah Kota

Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11

Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan t#alikota Nomor 16

Tahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan gan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu 0
pada tanggal ,:_r:"_L-:1"-= __?WqqtrIALIKOTA KOTAMOBAGU, /

bagu
:ber 2016

MM
PEMBINA MUDA
NrP. 19730308 199311 1 001

Di
Pada
SEKRET.

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 45



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B

I. UMUM

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi

pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala

daerah (strategic oper), sekretaris daerah (middte line), dinas daerah

(operating corel, badan/fungsi penunjang lteclmastruchtrel, dan sta-f

pendukung (stpporting sfal/. Fungsi penunjang (technostructurel yeng

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating arel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari
unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi

da-lam Sekreta-riat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusall
pemerintah yang diserahkan kepala daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diwadahi

dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi

pembinaan dan pengawasar penyelenggaraan pemerintahan daerah

diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah Kabupaten/Kota

dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan

untuk melakanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayaaan tertentu

yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Inspektur Daerah bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut

hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran

adminitrasi atas pertanggungjawaban

Daerah.

yang disampaikan kepada Kepala

q^



11. P.ASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasa1 2

Culrup Jelas

Pasal 3

Cukup jehs

Pasal 4

Culrup Jelas

Pasal 5

Cukup jetas

Pasal 6

Culrup Jelas

Pasd 7

Cukup jehs

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jetas

Pasal 1O

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas qt



Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 2O

Cukup Jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

PasaJ22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN BERTTA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 256 qt



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peratura.n Walikota Kotamobagu
45 Tal:lan 2016

23 lilovenb er 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Tipe B

STRUKTUR OROAI{ISASI DINAS PEruIUBUNGAI{ TIPE B

SUBBAG
PERENCANMN DAN

KEUANOAN

ttDAro ranArA Pi^tltttilA
LALI' I.IilTAA DAT TTOTUTA'

irALAl

SERSI JARINOAN I.ALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JAIAN

$lwaurorA KorAMoq

SUBBAG UMUM
DAN

KEPEGAWAIAN


